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1. Manfaat Kuliah:
Manfaat mempelajari Sistem Politik Indonesia bagi mahasiswa Administrasi Negara adalah:

a. Memiliki wawasan mengenai interseksi antara kehidupan Politik dan kehidupan administrasi dalam penyelenggaraan urusan publik.
b. Memiliki bekal kemampuan kognisi dalam rangka melakukan penyelenggaraan urusan publik.

c. Sebagai landasan bagi pengembangan profesi di bidang administrasi publik.
2. Deskripsi Perkuliahan

Corak kehidupan sosial politik Indonesia pada saat ini tentu saja tidak dapat lepas dari wajah dan perjalanan bangsa. Kompleksitas realitas sosial politik yang tengah berlangsung di Indonesia tak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh pluralitas bangsa yang pernah mengalami masa kolonialisasi dalam rentang waktu yang lama. Demikian pula perjalanan bangsa yang melangkah meninggalkan kungkungan tradisi menuju kehidupan modern juga memberi pengaruh terhadap rona kehidupan sosial politik bangsa ini. Mata kuliah Sistem Politik Indonesia dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa mempunyai pengetahuan, baik metodologis ataupun teoritis, dan kemampuan untuk menganalisa fenomena yang belangsung dalam kehidupan politik Indonesia. Kajian sistem politik di antaranya mencakup bahasan mengenai konsep sistem politik, kapabilitas sistem politik, budaya politik, partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga birokrasi, dan perkembangan sistem politik Indonesia dari masa ke masa. 
3. Persyaratan Mengikuti Perkuliahan

Mata kuliah ini mata kuliah pilihan wajib dalam Kurikulum Jurusan Administrasi Negara Fisip  Unila, dioperasionalkan di semester II. Untuk dapat mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa terlebih dahulu wajib mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Pengantar Ilmu Politik di semester sebelumnya.
4. Tujuan  Perkuliahan (Kompetensi Baku)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kompetensi dapat menganlisis  perkembangan sistem politik  Indonesia, lingkungan domistik dan internasional yang berpengaruh dalam sistem politik Indonesia, dan prospek sistem politik Indonesia.
5. Sistematika Materi Perkuliahan

Urutan materi kuliah disusun secara deduktif sebagai berikut:
 












 







 
6. Strategi Perkuliahan

Strategi perkuliahan dirancang dengan pendekatan SCL mengkombinasikan pengajaran langsung, penugasan dan diskusi. Metode pengajaran langsung digunakan dalam menjelaskan tiap awal materi ajar dengan tujuan Kemudian metode diskusi, yaitu memberikan penugasan pada kelompok untuk mempresentasikan materi tiap pokok bahasan. Agar terjadi situasi diskusi  kelompok dibagi dalam kelompok tugas yaitu kelompok presentasi dan kelompok pembahas.  Agar pemahaman terhadap materi kuliah merata, setiap mahasiswa diminta untuk membuat ringkasan bab buku ajar.
7. Bacaan Perkuliahan
Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba,`1990, Budaya Politik, Jakarta: Bumi Aksara
Arifin, Firmansyah, 2003, “Urgensi Mahkamah Konstitusi: Pemetaan Beberapa Isyu Dalam Pembentukannya”, dalam: Teropong, Vol. II, Nomor 10, Juli 2003.

Artho, A. Mukti, 2001, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Astriyani, 2004, “Mewujudkan Komisi Yudisial yang Ideal untuk Menjaga dan Menegakkan Kehormatan serta Keluhuran Martabat Hakim, dalam: Teropong, Vol. III, Nomor 8, Mei 2004.

Bachtiar, Harsya W., 1976, “Masalah Integrasi Nasional di Indonesia”, dalam: PRISMA Nomor 8 Tahun 1976

Bahari, Rachmad (Pent.), 2001, Perwakilan Kita Adalah Perwakilan Rakyat, Jakarta: IPCOS dan FES.
Basri, Faisal, 2013, Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-Cita Keadilan, Jakarta: PUSAD Paramadina Bekerjasama Dengan Ford Foundation dan The Asia Foundation.

Budiardjo, Miriam, 1985, Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: PT Gramedia.

Castle, Lance, 1982, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: FISIP UI.

Chilcote, Ronald H., 2004, Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Irsyam, Mahrus dan Lili Romli, 2003, Menggugat Partai Politik, Depok: FISIP UI.

Kaisiepo, Manuel, 1987, “Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara: Birokrasi dan Politik di Indonesia”, dalam: Jurnal Ilmu Politik Nomor 2 Tahun 1987.

Kantaprawira, Rusadi, 1980. Sistem Politik Indonesia. Bandung : Sinar Baru.

Karim, M. Rusli, 1993, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret pasang Surut, Jakarta: Rajawali Press.

Liddle, William R., 1970, Ethnicity, Party and National Integration: Indonesia Case Study, New Haven: Yale University Press.

Lijphart, Arend, 1977, Democracy in Plural Societies: A Contemporary Exploration, New Haven: Yale University Press. 
Librayanto, Romi, 2008, Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makasar: PUKAP Indonesia.

Manan, Bagir, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press. 

Manan, Bagir , 2004, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII Press.

Mas’oed, Mohtar, dan  Andrews,  Colin  Mac, 1981, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta : UGM Press.

Muhammad, Afif, 2013,  Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia, Bandung: Marja.
Nasikun, 2005, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ndraha, Taliziduhu, 1986, “Birokrasi dan Pembangunan: Dominasi atau Alat Demokratisasi”, dalam: Jurnal Ilmu Politik Nomor 1 Tahun 1986.

Nisjar, Karhi dan Winardi, 1997, Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Ilmu Manajemen, Bandung: Mandar Maju.

Parson, Talcott, 1972, The Social System, New Delhi: Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd

Pruitt, Dean G., dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, Teori Konflik Sosial, Penerjemah Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rex, John, 1985, Analisa Sistem Sosial, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara.

Sanit, Arbi, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.

Simanjuntak, P.N.H., 2003, Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan.

Soeharto, Bambang. W., 2013, Menangani Konflik di Indonesia, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
Suparlan, Parsudi, 2008, Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
Suny, Ismail, 1983, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyeledikan dalam Hukum Tata Negara, Jakarta: Aksara Baru.

Susan, Novri, 2009, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Jakarta: Prenada Media.

Sutherland, Heather, 1983, Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi, Jakarta: Sinar Harapan.

Sutiyoso, Bambang, dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press.
Tim Litbang Kompas,1999, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program,  Jakarta: Penerbit Kompas
Tim Litbang Kompas, 2004, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009, Jakarta: Penerbit Kompas
Thoha, Miftah, 2004, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Thoha, Miftah, 2008, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Winardi, 1999, Pengantar tentang Teori Sistem dan Pendekatan Sistem, Bandung: Mandar Maju.

Yulimasni, 2007, Pergeseran Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Padang: Universitas Andalas.
Zuhro, Siti (dkk), 2009, Demokrasi Lokal, Perubahan Dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Dan Bali, Yogyakarta: Ombak.

8. Tugas

a. Tugas Individual- membuat ringkasan bab buku, analisis perkembangan isu kontemporer, maupun paper individu.
b. Tugas kelompok:
 paper kelompok dan presentasi 
9. Aturan Main
a)   Segala bentuk kebohongan seperti plagiarism, titip presensi  dan mempresensikan, serta kerjasama dalam ujian akan diberikan sanksi berupa peringatan sampai pada sanksi tidak mendapatkan nilai. 

c)   Untuk mendapatkan nilai, kehadiran minimal adalah 80% dari total pertemuan yang diselenggarakan. 
d)   Peserta perkuliahan wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi. Tidak diperkenankan  memakai kaos oblong dan sandal jepit. 

e)   Mahasiswa wajib melaksanakan penugasan yang diberikan.

10. Penilaian

Mahasiswa akan mendapatkan nilai sesuai dengan kebijakan Universitas Lampung yang tertuang dalam panduan akademik Universitas Lampung. Nilai akhir mahasiswa ditentukan dari sejauhmana mahasiswa telah dan mampu mengerjakan tugas dan ujian yang diikuti. Nilai merupakan nilai rata-rata dengan prosentase untuk masing-masing komponen nilai sebagai berikut:

	Komponen Nilai
	%

	Pra UTS
	

	1
	Quis 
	5

	2
	Tugas 
	15

	3
	Keaktifan Individu
	5

	4
	UTS
	30

	Pasca UTS
	

	1
	Quis 
	5

	2
	Tugas 
	15

	3
	Keaktifan Individu
	5

	4
	UAS
	30


Penilaian akhir akan dilakukan berdasarkan kriteria sbb:
	Nilai Akhir (NA)

0 – 1
	Huruf Mutu (HM)
	Angka Mutu (AM)
	Status

	> 76

71 -  76

66 -  70

61 -  65

56 -  60

51    -  55

Kurang dari 50
	A

B+

B

C+

C

D

E
	
	


Bandar Lampung,16 Februari 2022
Disetujui bersama

	         Dosen Pengajar
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